BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan
Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Sikka adalah :

a) Pada proses mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana
kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum polres sikka
terdapat 3 tahapan, yaitu :

- Pra Mediasi
kepala desa dan tokoh adat bermusyawarah untuk
menentukan cara penyelesaian kasus tindak pidana
kekerasan seksual terhadap anak. Setelah diputuskan
bahwa kasus tersebut diselesaikan melalui mediasi, kepala
desa dan tokoh adat memfasilitasi para pihak dengan
menentukan waktu dan tempat pelaksanaan mediasi agar
mediasi berjalan lancar.
- Pelaksanaan Mediasi
Tokoh adat menghadirkan para pihak yang
berperkara, setelah itu tokoh adat melakukan interogasi
kepada pelaku dan korban, kemudian tokoh adat
berkonsultasi dengan  masing-masing pihak  untuk
memutuskan sanksi bagi pelaku setelah bersepakat tokoh
adat menjatuhkan sanksi. Kemudian para pihak bersepakat

70



untuk berdamai dengan pemenuhan terhadap sanksi yang
telah ditetapkan.
- Tahap Akhir Implementasi Hasil Mediasi

Pihak yang berperkara melaksanakan hasil mediasi
atau dengan kata lain melaksanakan hasil putusan dari hasil
mediasi yang telah disepakati sebelumnya pada proses
mediasi yang telah dilaksanakan. Dan pada tahap ini pihak
pelaku dan korban bersepakat untuk menutup kasus ini
sehingga kedua belah pihak tidak boleh lagi mengungkit
kembali kasus tersebut. Dan ketua adat sebagai mediator
mengambil sumpah adat dari kedua belah pihak lewat ritual
adat dan disaksikan oleh masyarakat yang hadir.

b) Dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak
di wilayah hukum polres sikka masih menganut mediasi yang
bersifat tradisional dan kekeluargaan dengan cara musyawarah
dalam mencapai suatu keputusan berdasarkan ketentuan adat yang
dilkukan dengan perantara pemangku adat. Karena masyarakat di
kabupaten sikka khususnya di pedesaan masih mengakui dan
menghargai hukum adat. Dan apabila telah diselesaikan melalui
hukum adat maka kasus tersebut dianggap selesai dan tidak akan

dipersoalkan kembali atau dilakukan laporan ke kepolisian.
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2. Pemberian kepastian hukum bagi pelaku dan korban melalui proses
mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual
terhadap anak di wilayah hukum Polres Sikka adalah :

1. Melalui proses mediasi penal dalam peneyelesaian tindak
pidana kekerasan seksual terhadap anak di masyarakat
kabupaten sikka menjamin adanya kepastian, keadilan, dan
manfaat bagi masyarakat. Sehingga dalam keputusan dan
dalam musyawarah untuk mencapai mufakat diterima oleh
semua pihak serta masyarakat.

2. Dalam penyelesaian melalui mediasi dalam penyelesaian tindak
pidana kekerasan seksual terhadap anak ini dalam hal
memberikan kepastian berupa keadilan bagi masyarakat, tidak
hanya semata-mata memberikan sanksi kepada pelaku tetapi
juga memberikan manfaat bagi korban. Dan selain itu juga
memulihkan kembali keseimbangan dan kehidupan yang tertib
di masyarakat serta memulihkan kembali keharmonisan,
keserasian, dan keselarasan yang sesuai dengan prinsip hidup
masyarakat adat di wilayah tersebut. Maka bagi masyarakat
rasa keadilan itulah yang memberikan kepastian bagi mereka

dan menerimanya.
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian, observasi, dan kesimpulan penulisan
skripsi di atas maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :
1. Proses penerapan mediasi penal
Disarankan melalui proses mediasi penal dalam
penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap
amak ini dapat memberikan suatu sumbangsi bagi
pembaharuan hukum positif yaitu hukum pidana
(KUHP) dan hukum acara pidana (KUHAP) dengan
melihat nilai-nilai yang hidup di masyarakat adat. Agar
pengaturannya di dalam perundang-undangan diakui
sehingga memberikan juga kepastian secara normatif
bahwa diatur juga dalam peraturan perundang-
undangan.
2. Pemberian kepastian hukum bagi pelaku
Proses mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana
kekerasan seksual terhadap anak perlu mendapat perhatian
secara khusus dan komperhensif dari pihak-pihak yang
berwenang dalam merumuskan hukum tentunya dengan
kajian-kajian yang lebih mendalam dan perlu adanya
payung hukum, agar dalam penyelesaian tindak pidana
kekerasan seksual terhadap anak melalui mediasi penal

memiliki dasar hukum yang normatif dengan melihat hak-
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hak masyarakat yang menurut mereka dapat memberikan
rasa keadilan, kepastian, dan manfaat sehingga dapat
memulihkan kembali ketertiban, keharmonisan, keserasian,

dan keselarasan kembali di masyarakat.
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